
ABSTRAK 

Larangan pemilikan saham silang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 pada prinsipnya menggunakan pendekatan Per se Illegal namun dalam prakteknya, 

KPPU menerapkan pendekatan Rule of Reason dalam kasus pemilikan saham silang Temasek 

Holdings. Penerapan  Rule of Reason dalam kasus ini tidak bertentangan dengan penerapan 

Per se Illegal  karena dalam kasus pemilikan saham silang Temasek, Pasal 27 tidak terlepas 

dari ketentuan Pasal 26 tentang jabatan rangkap dan Pasal 25 tentang posisi dominan karena 

yang dilarang bukanlah posisi dominannya melainkan penyalahgunaan posisi dominan itu 

sendiri. Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung ini mempunyai peran besar 

dalam perkembangan investasi khususnya dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. 

Kata Kunci : pemilikan saham silang, investasi, telekomunikasi, Temasek Holdings 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi  
Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 
K/Pdt.Sus/2008) 
 

Mawaddah Lestari


	COVER
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR BACAAN
	LAMPIRAN



